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“Rencana Allah SWT jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.. 

YAKINLAH bahwa Allah SWT tahu mana yang lebih baik untukmu !” 

“Nothing Impossible, Impossible is Nothing” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Menurut Cita Hukum Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) merupakan negara hukum kesejahteraan (welfare state) yang 

memiliki konsekuensi guna terciptanya kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya 

di berbagai bidang, yaitu hukum, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Maka, masyarakat yang adil dan makmur akan terwujud dari segi 

materiil dan spiritual berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Fungsi keberadaan 

negara salah satunya ialah mensejahterakan warga negara atau 

masyarakatnya. Hal tersebut tertera pada Alinea ke IV (empat) Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD Tahun 

1945), yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Komitmen konstitusional tersebut menjadi dasar untuk menjamin hak 

konstitusional guna memperoleh keadilan bagi seluruh warga negara atau 

masyarakat, termasuk pekerja anak khususnya anak jalanan.1  

   Komitmen konstitusional inilah mengharuskan pemerintah dalam 

menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Terwujudnya hak dan 

 
1 Trianah Sofiani, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak 

Konstitusional, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2020, hlm. 1.  
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kewajiban warga negara, salah satunya tercermin dalam UUD Tahun 1945 

pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan, “Fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara”. Pasal tersebut merupakan dasar dari hak 

konstitusional untuk seluruh warga yang tidak mampu dan untuk anak 

terlantar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka merupakan subyek dari hak 

asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pada pasal tersebut 

jelas bahwa negara menjadi pengayom, pelindung, dan memiliki tanggung 

jawab secara langsung pada pembinaan, penanganan, dan perlindungan 

kepada anak terlantar khususnya yang berada di jalanan.2 Dengan kata lain, 

Pemerintah menjadi eksekutor di suatu negara seharusnya sadar dan 

melakukan tanggung jawabnya kepada pekerja anak.3 

 Tanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak konstitusional 

berada di pundak negara, sehingga undang-undang harus menjamin akan hal 

tersebut sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state).4 

Negara kesejahteraan merupakan negara yang berperan aktif dalam 

mengelola dan mengorganisasikan di bidang ekonomi, bidang sosial, serta 

berbagai bidang lainnya. Salah satunya adalah negara memiliki tanggung 

jawab pada kesejahteraan warga negaranya.5 Negara mensejahterakan warga 

negaranya yaitu dengan terjaminnya pelayanan kesejahteraan dasar pada taraf 

 
2 Imam Sukadi, Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi 

pemerintah di bidang perlindungan hak anak, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, 

2013, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003, hlm. 118. 
3 Yulia Neta, Tia Nurhawa, dan Rudi Wijaya, Tanggung Jawab negara Dalam Memenuhi 

Hak dan Kebutuhan Anak, 

http://repository.lppm.unila.ac.id/4112/1/Paper%20Monograf%20Bu%20Neta.pdf, hlm. 2. 
4 Op.cit., hlm. 1-2. 
5 Esmi Warasih, Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologi, Semarang, Suryandaru Utama, 

2005, hlm. 43.  
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tertentu terhadap warga negaranya, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara 

bekerja, serta lain sebagainya.6  

 Tanggung jawab negara dalam melindungi dan memfasilitasi warga 

negaranya demi memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

tersebut terdiri atas lima dasar. Lima tingkat dasar kebutuhan menurut 

Maslow yaitu kebutuhan fisik (physiological needs), kebutuhan akan 

kepemilikan dan cinta (the belongingness and love needs), kebutuhan akan 

rasa aman (safety needs), kebutuhan untuk dihargai (the esteem needs), dan 

kebutuhan aktualisasi diri (self actualization).7 Berdasarkan lima tingkat  

dasar kebutuhan tersebut, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

tenaga kerja, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan 

setiap tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak yang secara usia belum 

diperbolehkan untuk bekerja. Hal inilah perlu adanya perencanaan yang 

matang agar dapat mewujudkan tanggung jawab negara tersebut.8  

 Perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.9 

Secara harfiah, anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha 

 
6 Luthfi J. Kurniawan dkk, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif 

Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negaranya, Malang, Intrans 

Publishing, 2015, hlm. 57.  
7 A. H. Maslow, Motivation and Personality, New York, Harper and Brothers Publisers, 

1954, hlm. 80. 
8 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1. 
9 Hotma Siregar, Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak 

jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan, Volume 15, Nomor 1, 2018, 

https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17709, hlm. 9.  
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Esa. Hak asasi anak termasuk kedalam bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam UUD Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai hak-hak anak, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.10 

 Anak merupakan tunas bangsa dan negara yang harus dipelihara dan 

harus memperoleh perlindungan hukum yang layak agar tumbuh serta 

berkembang dengan baik. Perlindungan hukum pada anak adalah usaha dan 

kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, keluarga, seluruh lapisan 

masyarakat dan kehidupan bernegara di berbagai kedudukan dan peranan 

yang mempunyai kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki porsi sendiri-

sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam 

mengupayakan perlindungan terhadap anak pada keadaan tertentu.11 Hal 

tersebut juga diatur pada  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan 

bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap anak kepada negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.12 Bahkan anak juga diberi 

 
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235. 
11 Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal, 

Yayasan Taman Pustaka, 2016, hlm. 144. 
12 Helda Rahmasari, Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap 

Permasalahan Anak Di Kota Bengkulu, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Volume 26, 

Nomor 2, 2017, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6583, hlm. 96. 
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perlindungan ketika anak tersebut sebagai korban dari tindak pidana dan 

sebagai pelaku dari tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.13 

  Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tidak hanya kepada tenaga 

kerja orang dewasa, tetapi kepada tenaga kerja anak dari kekerasan, 

eksploitasi, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak yang hidupnya terlantar 

dan  sengsara  dengan  jumlahnya  yang  terus  bertambah, sementara  kualitas            

hidup anak semakin menurun.14  

  Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) yang 

menyatakan pada pasal ini pengusaha dilarang mempekerjakan anak.15 

Kecuali anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima 

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan). Anak diduga bekerja apabila anak tersebut berada di 

tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Anak-anak yang di bawah 

umur seharusnya sedang giat-giatnya belajar. Namun pada kenyataannya, 

hingga saat ini banyak sekali anak yang terpaksa bekerja untuk membantu 

orang tuanya. Anak-anak tersebut terpaksa meninggalkan bangku sekolahnya, 

 
13 Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2, 

Nomor 1, 2019, http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740, hlm. 38. 
14 Hamid Abidin, Menggalang Dukungan Melindungi Anak, Bandung, Lembaga 

Perlindungan Anak Jawa Barat, 2004, hlm. 2.  
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279. 
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untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya karena 

orang tua mereka sendiri tidak bisa menanggung ataupun faktor lainnya.16   

  Anak-anak ini mempunyai resiko terperangkap dalam bentuk-bentuk 

terburuk dari pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada 

prinsip anak seharusnya berada di sekolah untuk belajar dan tidak berada di 

tempat kerja.17 Tindakan mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk terhadap anak, dikategorikan sebagai kejahatan dan akan 

dikenakan sanksi pidana bagi pelanggar.18   

  Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan 

angka yang signifikan mengenai jumlah pekerja anak di Kota Palembang. 

Menurut data dari BPS Kota Palembang, jumlah seluruh angkatan kerja dari 

tidak atau belum pernah sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Menengah 

Atas Kejuruan (SMK) yaitu 594.439 jiwa. Jumlah seluruh bukan angkatan 

kerja dari tidak atau belum pernah sekolah sampai dengan tingkat Sekolah 

Menengah Atas Kejuruan (SMK) yaitu 202.846 jiwa. 

  Anak jalanan adalah istilah yang mengarah kepada anak yang berada 

dan bekerja di jalanan. Anak jalanan masih dapat dijumpai pada beberapa 

jalanan di Kota Palembang, seperti di perempatan. Anak jalanan merupakan 

potret kehidupan yang berasal dari jalanan dan sangat rentan dalam 

 
16 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 

Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 90. 
17 M. Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Al-

jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1, Nomor 2, 2015, 

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/410, hlm. 501-502. 
18 Ibid., hlm. 501. 



7 
 

 
 

mengalami masalah yang terjadi di masyarakat.19 Banyaknya jumlah anak 

jalanan yang terlihat disetiap perempatan jalan, merupakan sebuah isu serius 

yang perlu dicari jalan pemecahannya bersama. Maraknya anak jalanan 

timbul karena tingkat kemiskinan selalu meningkat serta faktor budaya, jika 

dibiarkan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan mempunyai pengaruh 

pada kriminalitas di lingkungan masyarakat.20   

  Anak-anak menjadi anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. Kurangnya keahlian, pengetahuan serta perekonomian 

mendorong mereka untuk menjadi anak jalanan dan beralasan bahwa tidak 

ada orang yang akan mempekerjakan mereka. Oleh karena itu, mereka 

memilih untuk menjadi anak jalanan agar dapat memenuhi biaya hidup 

mereka. Kegiatan yang mereka lakukan dari pagi hari hingga sore hari, yang 

dilakukan di jembatan penyeberangan, di jalan umum, dan setiap 

persimpangan lampu merah.21 

  Sebagaimana yang terjadi seperti sekarang ini, salah satu faktor 

ekonomi yang menjadi faktor utama banyaknya jumlah pekerja anak 

khususnya anak jalanan di Kota Palembang, misalnya pandemi covid-19 yang 

menjadi penyebab hilangnya pekerjaan atau banyaknya pengangguran yang 

terjadi saat ini, sehingga meningkatnya jumlah anak jalanan.  

 
19 Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, Peran Pekerja Sosial Dalam 

Penanganan Anak Jalanan,  Jurnal  Prosding KS : Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, 

http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259, hlm. 74. 
20 Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Tri Yandy, Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Berkesejahteraan Sosial Di Kota 

Palembang Sumatera Selatan, Palembang, Rafah Ress, 2020, hlm. 10. 
21 Ibid., hlm. 133. 



8 
 

 
 

 Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak jalanan, 

tidak terlepas dari keadilan dan hak asasi manusia, maka perlu perhatian dari 

pemerintah untuk menegakkan hukum bagi mereka. Oleh karena itu, maka 

penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut dan 

melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : 

“Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota 

Palembang)”.   

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

 menguraikan rumusan masalah dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana    bentuk    tanggung    jawab    negara   dalam   memberikan  

perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di 

Kota Palembang ? 

2. Apa faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota 

Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

 yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk  mengetahui bentuk  tanggung  jawab negara dalam  memberikan   
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perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di 

Kota Palembang; 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di 

Kota Palembang.   

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

  Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan 

hukum bagi pekerja anak khususnya anak jalanan.  

2. Manfaat Praktis 

  Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan dan menjadi 

referensi sebagai sumber bahan bacaan bagi peneliti lain dimasa yang 

akan datang.  

 

E. Ruang Lingkup 

 Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam 

skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai tanggung jawab negara 
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dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya 

anak jalanan di Kota Palembang. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Teori Tanggung Jawab Negara 

 Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam teori pertanggungjawaban 

negara, yaitu : 

a. Teori Risiko (risk theory) melahirkan prinsip tanggung jawab 

mutlak (absolute liability atau strict liability) atau tanggung jawab 

objektif (objective responsibility), adalah negara mutlak 

bertanggungjawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang 

sangat membahayakan (harmful effects of untra-hazardous 

activities) walaupun kegiatan itu sah menurut hukum. Contohnya, 

pada Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini 

adalah Convention on International Liability for Damage caused by 

Space Objects of 1972) yang menjelaskan bahwa negara peluncur 

(launching state) mutlak bertanggungjawab dalam membayar 

kompensasi guna mengganti kerugian di permukaan bumi atau 

pada pesawat udara sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan 

oleh benda angkasa miliknya. 

b. Teori Kesalahan (fault theory) melahirkan prinsip tanggung jawab 

subjektif (subjective responsibility) atau tanggung jawab atas dasar 
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kesalahan (liability based on fault), merupakan suatu tanggung 

jawab negara terhadap perbuatannya yang dikatakan ada jika dapat 

dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan. 

 Dalam penulisan skripsi ini, digunakan teori tanggung jawab 

negara untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab negara 

dalam menangani kasus pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota 

Palembang. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “perlindungan hukum 

merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau kumpulan peraturan 

atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya”.22 Philipus juga 

berpendapat bahwa, perlindungan hukum untuk rakyat dilakukan oleh 

pemerintah secara represif maupun preventif. Represif adalah langkah 

pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan yang tegas 

dikarenakan adanya pelanggaran. Sedangkan preventif adalah 

pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan harus berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. 

 Menurut C.S.T. Kansil, “perlindungan hukum yaitu segala upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi 

 
22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, 

hlm. 1-2. 
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memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”.23 

 Hetty Hasanah menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, sehingga 

perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum” 

 Menurut Prof. M. Isnaeni, pada dasarnya perlindungan hukum 

ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu 

perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.24  

 Penulisan skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum 

untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor 

penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap  

pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang. 

3. Teori Kesejahteraan Sosial 

 Negara Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum pancasila 

adalah negara hukum kesejahteraan (welfare state) yang menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia untuk menuju masyarakat yang adil 

dan makmur, baik secara materiil maupun spirituil.25 Teori negara 

hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia digunakan untuk 

 
23 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

1989, hlm. 40. 
24 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya, PT. Revka Petra Media, 

2016, hlm. 159. 
25 Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, 

Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender, 

Malang, Stara Press, 2005, hlm. 49., lihat juga dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 15.  



13 
 

 
 

menganalisis rumusan masalah dengan relasi negara dalam    

mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.26 

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, yang berbunyi : “kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.27 Permasalahan 

kesejahteraan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya dikarenakan belum menerima pelayanan sosial dari negara. 

 Penulis menggunakan teori kesejahteraan sosial dikarenakan untuk 

melihat apakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya 

anak jalanan di Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai 

dengan teori ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. 

4. Teori Sistem Hukum 

 Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. 

Friedman, suatu sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri 

dari 3 (tiga) unsur yakni substansi hukum (legal substance/ substance of 

the law), struktur hukum (legal structure), dan kultur atau budaya 

hukum (legal culture). 

 
26  Suci Flambonita, Hukum Ketenagakerjaan telaah keberlakuan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan bagi Home Based workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak, Malang, 

Media Nusa Creative, 2020, hlm. 46.  
27 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967. 
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 Substansi hukum (legal substance/ substance of the law) terdiri dari 

semua aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, norma 

hukum, dan asas hukum, termasuk keputusan pengadilan. Struktur 

hukum (legal structure) adalah semua institusi-institusi hukum yang 

telah ada beserta seluruh aparat yang berada di dalamnya.28 Struktur 

hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang telah ada dirancang 

untuk menegakkan perangkat hukum yang telah ada. Kultur atau 

budaya hukum adalah pandangan dan kepercayaan (keyakinan, 

kebiasaan, cara berfikir, dan perilaku) dari aparat penegak hukum dan 

masyarakat terhadap hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan 

dengan hukum.29  

 Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori sistem hukum 

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di 

Kota Palembang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian bermanfaat dalam mengumpulkan data yang 

digunakan  untuk  penulisan  skripsi  ini. Dalam  penelitian  ini,  penulis  

menggunakan metode penelitian hukum empiris. 

 
28 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 

2012, hlm. 204. 
29 Ibid. 
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 Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan 

pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum 

empiris ini bertitik tolak dari data primer yang didapatkan harus terjun 

secara langsung ke dalam masyarakat dengan melalui penelitian 

langsung dari lapangan untuk melihat sisi sosiologis dari permasalahan 

yang akan diteliti.30 Namun sebagai data penunjang dalam penelitian 

ini, dilengkapi juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen 

yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dan sumber-sumber data lainnya. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.31 Sedangkan 

pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

 Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang 

terlibat dengan permasalahan tanggung jawab negara terhadap 

 
30 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, 

hlm. 8.  
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93. 
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perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya anak jalanan di 

Kota Palembang. Adapun  pihak-pihak  yang  terlibat  yaitu  DPRD 

Kota dan  Dinas Sosial Kota.  

b. Data Sekunder  

 Data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai data primer. Data ini digunakan untuk 

melengkapi dan menunjang data primer. Data sekunder terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu : 

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235; 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279; 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967; 
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5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan 

Pengemis, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 

Nomor 12. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

 Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) 

sebagai upaya yang dilakukan dalam memperoleh data primer 

berupa klarifikasi penjelasan dari responden melalui wawancara 

secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 

permasalahan tanggung jawab negara dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak  

jalanan di Kota Palembang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan 

Perundang-Undangan atau yang mewakili serta Kepala Dinas 

Sosial atau yang mewakili. 
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b. Studi Kepustakaan 

 Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library 

research) atau studi dokumentasi yang didapatkan dari dokumen 

atau literatur yang berada diperpustakaan, peraturan perundang-

undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 

obyek kajian penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Palembang dan Kantor 

Dinas Sosial Kota Palembang. Alasan penulis memilih instansi tersebut  

ialah guna mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi, yaitu keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah DPRD Kota Palembang dan Kantor Dinas 

Sosial Kota Palembang. 

b. Sampel, yaitu bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive 

sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel 

dalam penelitian ini, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan 

Perundang-undangan atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial 

Kota Palembang atau yang mewakili, dan beberapa anak jalanan di 

Kota Palembang. 

. 
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7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

 Pada penelitian ini, setelah data primer dan data sekunder 

terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data menurut 

Patton adalah suatu proses yang mengatur urutan data,  

mengorganisasikannya  kedalam suatu  pola, kategori, dan satuan uraian  

dasar.32 

 Penulis menganalisis data menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu data-data tersebut dijelaskan secara sistematis dengan 

menghubungkan  data  yang  satu  dengan  yang  lain  sehingga 

permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat terjawab semua. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan  

 Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis dengan data-data 

hukum kemudian penulis menarik kesimpulan yang dilakukan secara 

deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang 

bersifat umum menuju fakta yang bersifat khusus sesuai dengan pokok 

permasalahan tersebut. 

 
32 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdikarya, 2000,  

hlm. 103. 
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